
 

 

 

 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 48 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH                                         
SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR  BALI, 
 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan              

Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2022 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021; 
   

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 1649); 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 6736); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 4400); 
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

SALINAN 



  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    
Nomor 6801); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010                    
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012                 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 



  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia       

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

 

 

 

 

 

 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah  Semesta Berencana Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021  
Nomor 8); 
 

 
                                 MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan 

 

 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA 

TAHUN ANGGARAN 2021. 
 

  Pasal  1 
 

  Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas: 
  1. pendapatan 
   a. pendapatan asli daerah.............. Rp3.117.070.012.473,76 

   b. dana perimbangan...................... Rp2.801.186.284.925,00 
   c. lain-lain pendapatan yang sah... Rp4.896.999.996,00 
   jumlah pendapatan ....................... Rp6.270.667.217.646,29 

  2. belanja 
   a. belanja operasi 

    1. belanja pegawai ....................... Rp1.653.001.007.665,15 
    2. belanja barang dan jasa.......... Rp1.580.080.276.691,30 
    3. belanja bunga ......................... Rp2.775.000.000,00 

    4. belanja subsidi ........................ Rp0,00 
    5. belanja hibah .......................... Rp982.678.445.090,63 

    6. belanja bantuan sosial ............                           Rp0,00 
    jumlah .................................... Rp4.218.534.729.447,08 
   b. belanja modal  

    1. belanja modal tanah ............... Rp439.080.181.058,00 
    2. belanja barang dan jasa …...... Rp105.838.658.813,28 
    3. belanja modal gedung dan 

bangunan................................ 

 

Rp170.812.068.572,52 



    4. belanja modal jalan, jaringan 

dan irigasi............................... 

 

Rp92.544.410.552,00   
    5. belanja modal aset tetap 

lainnya.................................... 

 

Rp30.735.151.021,00 
    

 

 

   c. belanja tidak terduga ................ Rp13.503.458.494,00 
   d. transfer daerah  

    1. belanja bagi hasil ................... Rp845.466.055.345,93 
    2. belanja bantuan keuangan..... Rp354.152.504.342,48 

    jumlah belanja............................ Rp6.270.667.217.646,29 
    surplus/defisit............................ Rp(347.513.920.251,53) 

  3. pembiayaan 

   penerimaan ..................................... Rp1.242.855.592.021,05 
   pengeluaran..................................... Rp. 45.000.000.000,00 
   jumlah pembiayaan netto ………..... Rp1.197.855.592.021,05  

   sisa lebih pembiayaan anggaran  
   tahun berkenaan ............................ Rp850.341.671.769,52 
      

  Pasal  2 
 

  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

  Pasal  3 
 

  Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

  Pasal 4 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
 

 

Ditetapkan di Bali 
pada tanggal 12 September 2022 
 

GUBERNUR BALI, 
 

ttd 
 

WAYAN KOSTER 
 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 12 September 2022  
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

ttd 
 

DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI  TAHUN 2022 NOMOR 49 

 


